ARTIKEL

_ TINDAKPIDANAKEPABEANAN

L Oleh Di FuadBawazzer o

I. . Pendahuhian

deak pldana kepabeanan ch Indoncsza mas;h teibliano tlnggl baik
- frekwensi maupun nilai kerugian negaranya. Selama tahun 2005 dan tahun
_' bmj alan 2006, jumlah penangkapan dari hasil pengawasan di kawasan pabean
masing-masing 164 dan 118 dengan kerugian negara masing-masing Rp 11,6
Miliar dan Rp 20,2 Miliar. Sedangkan data tangkapan dari hasil patroli laut
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2003 dan tahun berjalan 2006
masing-masing 128 dan 89 kali penangkapan dengan nilai kerugian negara
ditaksir Rp 10,9 Miliar dan Rp 4,8 Miliar. Untuk rincian dan jelasnya lihat table
1,2,3 dan 4. Dapat diduga bahwa tindak pidana kepabeanan yang tidak
chketahul atau tidak tertangkap jauh lebih besar lagi,

_ Be1 dasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Umt
Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 302/KIMK.01/2004, tugas Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC) adalah :

¢ ' Pelayanan dan Pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar Wilayah
Republik Indonesia;
« _Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai).

‘Fungsi pelayanan adalah tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DIBC) untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan efisien
dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong peningkatan
perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan terutama pengawasan lalu
lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari upaya-
upaya memasukkan barang yang dapat merusak kesehatan dan meresahkan
masyarakat, merugikan konsumen, dan membahayakan keamanan negara.
Pengawasan juga mengandung makna tugas pemerintah yang dalam hal ini DIBC
untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal dan
dumping, serta tugas untuk melancarkan ekspor Indonesia, dan mencegah
ekspor ilegal baik fisik ataupun hanya dokumen. Fungsi pemungutan adalah
untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak
Dalam Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara, agar
target yang sudah ditetapkan APBN tercapai.
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Dengan demikian jelas betapa besar dan berat fugas dan tanggung]awab
DJBC khususnya dalam mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak
pidana kepabeanan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam arti Tuas,
yaitu finansial, keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan mdustrl/
investasi dalam negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemenntah

II. Timdak Pidana Kepabeanan

Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 membagi secara jelas perumusan tindak pidana menjadi dua; yaltu
peianggaran dan Tindak Pidana (Kejahatan) Kepabeanan. Lebih spesifik lagi
Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang: dapat
disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai
dengan Pasal 109. iy

' 'Peianggaran

Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengerﬁan
tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada ielah
menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa
Kepabeanan, mulai dari Penﬂangkut Importir, Eksportis, Pengusaha Gudang
Berikat atau ‘barang siapa’ yang secara hukum kepabeanan diwajibkan
melaloukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap
kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima
sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi vang akan diberikan terhadap
pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.

Beberapa Pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban
Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92,
kewajiban importir pada Pasal 8§ dan Pasal 9, kewajiban Ekspomr pada Pasal
10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal
44 dan Pasal 45, serta beberapa kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan
lamnya.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam
Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat
kesala.hmmya Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para
pengguna jasa sehm gga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam
menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan
pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas
yang lazim dikenal dengan strict compliance rule dimana setiap pasal mengatur
secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpanihan.




: ~Tindak*Pidana "K_e'pabean_é:.n“ s

2 deak Pndana Penyeiundupan

Pasal 102 Undanngndang Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa_ :
“barang51apa yang mengimpor atau mencoba menglmpor atau mengekspor

=3 barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang~Undang ini d1p1dana karena

= melakukan penyelundupan dengan pidana penjara pahng lama delapan tahun
dan denda palmg banyak Rp 500. .000.000,- (hma ratus Juta mplah)

Kemudmn, pe:n;elasan Pasal ini menambahkan bahwa “ yang dimaksud

. dengan tanpa mengindahkan ketentuan Undang—Undang ini adalah sama sekali

. tidak memenuhi ketentuanatauprosedursebagannanatelah dxteiapkan daiam =
: -Undang—Undang:{m” H : s g

* Pasal dan penjelasan ini memmbulkan perdebatan tentang pengertlan

penyelundupmz karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup

mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian

. penyelundupan dalam Pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak
- dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebahagian

masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap
penyelundupan. Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan
merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam international best
practices in customs matters secara spesifik membedakan antara
penyelundupan (smuggling) dengan t;ndakpeianggaran lainnya yang lazim disebut
sebagai Customs Fraud.

Bahkan sebagian besar anggota masyarakat teiah mencampur—adukkan
pengertlan penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan
kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam
pengertian penyelundupan. _

- Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran
pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas
dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara
pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas
sesuai dengan azas strict compliance rule vang telah lazim dilaksanakan.

Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan
hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang
ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam
pembentukannya.

3. Tindak Pidana Kepabeanan Lainnya

Disamping pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang
kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106,
Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109.
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_ Pasai 103 guga merupakan Pasal yang. mengatur ‘Pidana Kepabeanan
. dlmana tindak pidana kepabeanan dalam Pasalinimeliputi: = .
a.c Menyeralﬂ{an pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelenckap pabean
- dan atau memberikan keterangan lisan atau tertuhs PALSU yang dlglmakan_
. untuk pemenuhan kewapban pabean B '
b. ::Mengcluarkan barang - impor dari kawasan pabean atau dan te __ pat
'_pemmbunan berikat tanpa persetujuan ‘Pejabat Bea dan Cukai dengan
* maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau ptmgutan negara
* lainnya dalam’ ra.ngka impor, : :
‘¢, Membuat, menyimpan, atau furut seria daIam penambahan data palsu ke
= _dalam buku atau catatan, atau
d. Menimbun, menyimpan dan sebagamya barang 1mp0r yang berasal dan
v tmdak p1dana penyelundupan SR : o

Dan keempat jenis tmdak pxdana kepabeanan ini secara jelas dapat terhhat
mengatur khusus pelanggaran atas kewa;lban kepabeanan yang sangat berbeda‘
dengan pasal-pasal pelanggaran. - \

" Butira, mzsahlya, menegaskan adanya kesengaj aanmenyerahkan dokumen
paisu yangsecara umum sebenarmya j Juga diatur dalam pasal—pasal pemalsuan
yang ada dalam hukum pidana. '

Demikian juga pasai-pasal lamnya dimana secara umum sebenarnya _]uga
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara
tegas diatur kembali dalam undang-undang ini sebagai penegasan bahwa
Undang-undang Kepabeanan ini merupakan suatu “Lex Specialis Derogate
Lege Generalii”. Bahkan secara tegas Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH.
LLM, menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan suatu hukum yang
lebih spesifik sebagal lex specialis " yang sistematik karena hukum kapabeanan
initelah:

a. Mengadop sendiri pasal-pasal pidana umum sebagai pasal pldana
kepabeanan.

b. Mengatur sendiri hulum acaranya, walau tidak seluruhnya, sebagannana
diatur dalam Pasal 112, dan

¢. Menentukan sendiri kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bea dan Cukai sebagai penyidik yang absah berdasarkan Pasal 6 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlu pula dicermati bahwa UU ini sangat memperhatikan aspek
kepentingan penerimaan negara sehingga jika kasus pidana kepabeanan terjadi,
kendati sudah dalam taraf penuntutan, Menteri Keuangan masih dapat meminta
penghentian kasus penyidikan sepanjang tersangka melunasi bea-bea yang
seharusnya dibayar sesnat Pasal 113.




<. Tindak’Pidana Kepabeanan

*.-.Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

i1 Paéal-.Pas__aﬂ---Deiik}:P.idana ‘Kepabeanan Pada Undang-Undang

* PadaUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 'Képabéanarg semua
ketentuan yang menyanglut masalah Ketentuari Pidana telah diatur pada Bab
XIV, mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 sebagai berikut :

A. Pasal 102 menguraikan mengenai tindak pidana penyelundupan, yaitu:
“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atay mencoby
- mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan
- undang-undang ini dipidana. karena-melakukan penyelundupan
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling
oo banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*

Pada Pénjelaéan Pasal 102 dijelaskan bahwa :

" Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan fata cara atau
kewajiban yang harus dipenuhi apabila seorang mengimpor atau mengekspor
barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa
mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-
undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman
akurmulatif berupa pidana penjara dan denda.

Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-
undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur
sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini. Dengan demikian, apabila
seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan
ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk
perbuatan yang dapat dipidanakan berdasarkan Pasal ini.

B. Pada Pasal 103 diuraikan mengenai Tindak Pidana Kepabenan lainnya,
yaitu

- “Barangsiapa yang :

- a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen
pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau
tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk
pemenuhan Kewajiban Pabean;

b. Mengeluarkan barang impor dari Kewasan pabean atau dari
Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan
Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea
Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.

¢. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data
palsu ke dalam buku atau catatan; atau
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d Menzmbun menyimpan, - memiliki;: membeli, ‘menjual, menukar
- memperoleh, atau memberikan:barang impor yang berasal dan
o _.rzndak pzdana sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 102..

; ._.'_Bz_pzdana dengan pidana penjara palmg lama lima tahun dan/
atau-denda paling banyak -Rp 250.000.000,00 (dua ratu.s lzma
- puluh ]ura rupzah)

C. Pasal 104 Juga mengatur deak Pldzma Kepabeanan Iamnya, yaltu

: “Barangszapa yano P S s - - :

a - Menyanghut barang yang berasal darz rmdalc pzdana Sebagmmana

- dimaksud dalam Pasal 102; : -

b‘ Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunylkan atau
membuang buku atau camtan vang menurut undang—undang zm
harus disimpan, A

- ¢... Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghzlangan
. keterangan dari Pemberzmhuan Pabean, dokumen pelengkap

. pabean, atau catatan; alay

d. Menyzmpan dan/atau menyedzakan blangko fakitur dagang dan

 perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat
digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut
undang-undang ini, '

| Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua takun dan/
 .atau denda paling banyak Rp 100.000.000,60 (seratus. _;uta
rupiah).”

D. PadaPasal 105 juga diatur bahwa:

“Barangsiapa yang :

a. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang
ditentukan menurut undang-undang ini;

b. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau
tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai,

Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh
Juta rupiah).”

E. Pada Pasal 106 diatur pula bahwa :

“Importir, eksportiv, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,
pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak




Tindak-Pidana: Jepabesnan:

----- me!aksanakan ‘ketentuan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan:tersebut. menyebabkan

- therugian keuangan negara, dipidana. dengan pzdana penjara paling
lama dua tahun dan/atau denda palma banyak Rp 125. 000 000.00

S (seratus ducz puluh lima ]uta rupzah) : .

¥ -'.-Sedancrkan pada Pasal 107 dxatur bahwa

“Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan
- pengurusan Pemberitahuan Pabean atau kuasa Yyang diterimanya
__dari importir atay eksportzr apabzla melakukan perbuatan yang

diancam dengan pzdana berdasarkan undang-undang ini, ancaman
pzdana tersebut berlaku Jjuga terhadepnya.”™

G Pada Pasal 108 ayat (4) diatur bahwa :
. (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok
- yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak
- . Bp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindok pidana
tersebut diancam dengan pidanag .penjara, dengan. tidak
menghapuskan pzdana denda apabila atas tindak pidana tersebui
.. diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.” . . -

ivi ?IP‘a'sai':P:'aSaI. De.l.ik ?Eééna:keﬁﬁbeahan' Pada .Ra:i.casigan
Undang-Undang Tentang Perubahan Undano-Undang Nomor 10
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pemenntah dalam hal ni d1wak1h Menten Keuangan sedang menga_] ukan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang sampai dengan saat ini mamh dalam
proses pembahasan yang mendalam di. DPR RI. .

“<¥Yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Kepabeanan maka substan51
perubahan yang paling mendasar adalah mengenai perluasan dan penajaman
delik-delik pidana di bidang kepabeanan serta pemberatan sanksi‘atas tindak
pidanatersebut berupa pemberatan pidana penjara dan pidana denda.

Beberapa usul perubahan Pasal pada Bab XIV yang terkait secara Eangsung
dengan masalah Tindak Pidana Kepabeanan adalah sebagai benkut

A. Pasal 102 yang memberikan penjelasan secara detail mengenal tindak
pidana penyelundupan di bidang impor.
Setiap orang yang ;
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: Mengangkut barang Impor yang tidak tercantum- dalam mamfes
' -sebaga:mana chmaksud daiam Pasal 7A ayat (2); '

S f".tanpa izin Kepala Kantor Pabean SR
¢. “Membongkar barang impor yang tidak Iercantum dalam Pembentahuan
- Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3); R
d.- Membongkar atan memmbun barang’ impor yang masih: dalam
o pengawasan pabean di tempat selam tempat tujuan yang d1tentukan

e __-;Menycmbunylkan barang unpor secara meiawan hukum _
- f:Mengeluarkan barang i mpor yang belum dlselesaikan Kewaj iban
" Pabeannya dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penirnbunan
Berikat atan dari tempat lain dibawah pengawasan pabean. tanpa
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengaklbatkan tzdak
~ terpenuhinya pungutanneoaraberdasarkanUndang~Unda.ng ini;’
g. - Mengangkut barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau
" Tempat Penimbunan Berikat yang tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan
" dan tidak dapat membuktlkan bahwa hal tersebut- dl luar
_ _'kemampuaxmya atau
‘h. Dengansengaja memberitahukan salah tentang jenis dan/atau Jumlah
' barang impor dalam Pemberitahuan Pabean.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda pahng sedikit Rp. 5.000.000. 000 00
(lima miliar rupiah).”

B. Pasal 102A yang memberikan penjelasan secara detail mengenai tmdak
pidana Penyelundupan di bidang Ekspor.
Setiap orang yang : -
a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean;
b. Dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis dan/atau jumlah
“barang ekspor dalam Pemberifahuan Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara di bidang ekspor;
¢. Memuat barang ekspor di lvar Kawasan Pabean tanpa izin Kepaia
Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. Membongkar barang ekspor di dalam Daerah Pabean tanpa izin Kepala
Kantor Pabean; atau '
e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang
sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9A ayat (1),




Tindak Pidana Kepabzanan

#+Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspm dengan pidana

= penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10

i (sepuluh) tabun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.00 (lima
ratus Juta rupIah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar
: -3ruplah)

. ._;_: Pasal 1 O2B membeﬁkan penjelasan mengenai tindak pidana Penyelundupan
- yang terkait dengan pengangkutan barang tertentu didaiam Daerah Pabean
- (pengangkutan Antar Puiau)

B Setiap Orang yang mengangkut Barang Tercentu yang tidak sampai ke
- Kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di

.- luarkemampuannya chpidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
- Rp1.000.000.060,00 (satu miliar rupiah).”

. Pasal 103 juga dilakukan pemberatan sanksi pidana penjara dan pidana
denda scbagai berikut :

* Setiaporang vang :
‘a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap
pabean yang palsu atau dipalsukan.

- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam

~ buku atau catatan,

¢. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang
digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean; atau

d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membekl, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahuinya atau
patut harus diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

. Ditambahkan suatu delik pidana yang baru pada Pasal 103A yaitu terhadap
Orang yang mengakses sistem elektronik secara tidak sah :

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang
berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang
Kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
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+tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
~denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar ruplah) dan
palmg banyak Rp 5 000 000 OOO 00 (ilma miliar rupiah). R

(2) Perbuatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yang mengakxbatkan
tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini

SR dxpldana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tabun dan pidana

e * penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling

F
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 sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pahng banyak

» ___Rp 5. 000 000 000,00 (llma mlhar rupzah) ”

‘Pada Pasal 104 juga dilakukan pemberatan sanksi pidana dan pzdana denda
Semap orangyang:

a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102B;

b.  Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku
atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan; -

¢. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan
keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean,
atau catatan; atau

d. Menyimpan dan/atau menyedlakan blangko faktur dagang dari
perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat
digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut
Undang-Undang ini;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rapiah)

. Pada Pasal 105 secara substansi masih tetap sama, hanya dilakukan usul

perubahan dalam pemberatan sanksi pidana penjara dan pidana denda :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau
merusak kunci, segel atau tanda pengarman yang telah dipasang oleh pejabat
Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).




Tindak Pidana chabéanaﬁ'-- :

H. PadaPasal'107 secara substansi masih tetap, hanya dilakukan pemberatan
sanksi pidana denda, yaitu padaayat(4):

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan,
yayasan, atau koperasi yang dipldana dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatihkan

- senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00

w7 (satu setengah miliar rupiah) Jika atas tindak pidana tersebut diancam .
- “dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda
B apabﬂa atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara "
T dan pidana denda.” i

A& Penutup

Tindak pidana kepabeanan diyakini masih tinggi di Indonesia. Perubahary/
perbaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan di
harapkan dapat membantu penmgkatan mutn peiaksanaan tugas dan
tanggungjawab DIBC. Perbaikan ini akan berhasil sepanjang aparat di DJBC
sendiri dan aparat penegak hukum lainnya j Juga bersungguh- sungguh membantu
peiaksanaannya Reformasi dalam bidang kepabeanan ini diharapkan akan
menempatkan pelaksanaan kepabeanan di Indonesia sejajar dengan negara-
negara lain yaltu Jancar, bersih, murah, mudah, dan adil sesuai dengan prinsip
good govemance

DAFTARPUSTAKA
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,

RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995,
Sumber-sumber DIBC.
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